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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 

kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis (Undang-Undang No. 36 tahun 2009). 

Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan 

pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan 

perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Sebagaimana tertuang 

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 25 yang 

menyatakan : “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai 

untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, 

termasuk hak atas pangan, sandang, papan dan pelayanan kesehatan, 

pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat 

menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia atau 

keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan 

yang terjadi diluar kekuasaannya”. Oleh karena kesehatan adalah Hak Asasi 

Manusia, maka menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan sarana 

dan prasarana kesehatan, mulai tenaga medis ( kuantitas dan kualitas), 

layanan kesehatan prima, sarana obat-obatan yang memadai, serta fasilitas 

penunjang kesehatan lainnya. 

Salah satu sarana dan prasarana penunjang kesehatan yang berperan 

dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah 

apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2017, 

dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat 
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dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek mempunyai dua 

ruang gerak yaitu pegabdian kepada masyarakat (non profit oriented) dan 

bisnis (profit oriented). Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara 

seimbang. Terkait fungsi yang pertama, apotek berperan dalam 

menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya, serta 

memberikan informasi, konsultasi dan evalasi mengenai obat yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembanguan kesehatan dapat 

tercapai. Fungsi yang kedua menyangkut pengelolaan sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan di apotek sebagai suatu komoditas usaha yang dapat 

mendatangkan keuntungan material bagi apotek sehinga apotek tetap dapat 

bertahan hidup dan berkembang. 

Dalam menjalankan praktek kefarmasian diperlukan suatu standar 

pelayanan kefarmasian di apotek yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga 

kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat 

yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). 

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan 

Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus 

kepada pengelolaan obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan 

komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (patient oriented). 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan 

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, 

penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, 

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta 

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian 
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tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian 

dan kewenangan untuk itu. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi 

langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah 

pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. 

Seorang Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan 

terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan 

dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (drug 

related problems), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (socio- 

pharmacoeconomy). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus 

menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu 

berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi 

untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan 

praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring 

penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala 

aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan 

standar pelayanan kefarmasian. Selain itu, seorang apoteker juga harus 

mampu menjalankan peran manajerial di apotek,yang meliputi keterampilan 

apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengelolaan 

keuangan, perbekalan farmasi dan sumber daya manusia. 

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menyelenggarakan 

apotek, kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya 

manusia calon apoteker yang berkualitas menjadi faktor penentu. Oleh 

karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Pahala 

Ketintang menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

dengan tujuan agar calon apoteker dapat memahami secara langsung 
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mengenai peranan apoteker di apotek, sebagai sarana pelatihan untuk 

menerapkan ilmu yang telah didapatkan, serta mempelajari segala kegiatan 

dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu apotek. 

 
1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker 

Tujuan pelaksanaa kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

di Apotek adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, 

posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di 

Apotek. 

2. Membekali calon apoteker agar lebih memiliki wawasan, 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan 

pekerjaan kefarmasian di apotek. 

3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan 

mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 

dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. 

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai 

tenaga farmasi yang profesional. 

5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 

kefarmasian. 

 
1.3. Manfaat Praktek Profesi Apoteker 

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 

apotek adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui,memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam 

menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek. 
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2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian 

di apotek. 

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek. 

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang 

professional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di 

apotek berfokus pada patient oriented. 

5. Mempelajar dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan 

kefarasain terkait pengelolan dan pelayanan kefarmasain di apotek. 


